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Abstract. Taxation serves as the primary source of state revenue and plays a crucial
role in financing national development. However, taxpayer compliance particularly
among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) remains a persistent challenge
within Indonesia's tax system. This study aims to analyze the influence of tax officer
service quality, tax sanctions, and tax knowledge on the tax compliance of MSME
taxpayers. A quantitative approach with a survey method was employed in this
research. Data were collected through questionnaires distributed to MSME taxpayers
selected using random sampling techniques. The data were analyzed using multiple
linear regression. The findings of this study are expected to contribute to enhancing
taxpayer compliance through improved service quality, strict enforcement of tax
sanctions, and increased tax knowledge.

Keywords: taxpayer compliance, tax service quality, tax sanctions, tax knowledge,
MSMEs

Abstrak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan memiliki peran
penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan
wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih
menjadi tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan,
dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Luwu Utara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Data
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang dipilih
dengan metode random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas
pelayanan, penegakan sanksi yang tegas, serta pemahaman pajak yang lebih baik.

Kata kunci :kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi

perpajakan, pemahaman pajak, UMKM
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LATAR BELAKANG

Pada dasarnya pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh
wajib pajak. Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara
yang berperan penting sebagai sumber pendapatan bagi negara yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran pemerintah, seperti proyek pembangunan nasional
dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Untuk menjalankan tugas-tugas
rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya-
biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, hal ini sesuai dengan fungsi pajak
yaitu fungsi anggaran (budgetair) (Safitri, 2022). Pendapatan negara yang berasal
dari pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan belanja negara karena
sumbangannya yang signifikan.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa
pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan menjadi penerimaan
andalan negara sampai saat ini. Karena dari pendapatan inilah yang akan digunakan
untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan. Sehingga, pemerintah tidak akan
tinggal diam dengan menggunakan segala cara dan upaya untuk memaksimalkan
jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pembayaran pajak yang dilakukan
masyarakat.

Pemerintah berusaha maksimal untuk memanfaatkan setiap sumber
pendapatan negara, termasuk pajak. Setiap tahun, target penerimaan pajak
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan meningkatnya pengeluaran pemerintah.
Peningkatan realisasi penerimaan pajak akan mempermudah pelaksanaan
pembangunan dan penyediaan layanan kepada masyarakat yang didanai oleh
pendapatan negara. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, akan terjadi
peningkatan dalam pembangunan dan memfasilitasi pembiayaan untuk program-
program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) (Dharmayanti, 2023).

Setiap tahun, penerimaan negara Indonesia menunjukkan pertumbuhan
yang signifikan. Peningkatan pendapatan negara ini disebabkan oleh beberapa
faktor, termasuk pajak, pendapatan dari sumber daya alam, dan berbagai sumber
lainnya. Pajak memiliki peranan yang krusial dalam perekonomian, karena menjadi
sumber pendapatan utama bagi negara dibandingkan dengan sumber lainnya.
Untuk memastikan keberlangsungan negara, setiap wajib pajak diharuskan untuk
membayar pajak secara rutin yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan
meningkat (Nurhayadi et al., 2022).

Pada tahun 1893 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Direktorat
Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan yang berhasil merubah sistem dan
mekanisme pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment
system. Sistem self assesment adalah sistem pemngutan pajak yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak
terutangnya, dan petugas pajak bersifat hanya mengawasi. Kepatuhan wajib pajak
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sangatlah penting guna menentukan berhasil atau tidaknya sistem ini digunakan.
Hal ini disebabkan karena secara sukarela wajib pajak menghitung, melaporkan, dan
membayar pajak terutangnya (Bahri et al., 2019).

Untuk menjadi wajib pajak, individu atau badan usaha harus memenuhi
kriteria subjektif dan objektif. Bagi individu, syarat subjektif terpenuhi sejak lahir,
sementara syarat objektif terpenuhi ketika penghasilan melebihi Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP). Setiap warga negara Indonesia yang berpenghasilan di atas
PTKP memiliki kewajiban membayar pajak. Demikian pula, setiap badan usaha wajib
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya
(Cynthia et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dicirikan sebagai usaha padat
karya yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti tingkat pendidikan atau
keahlian pekerja, serta menggunakan modal dan teknologi yang relatif sederhana.
UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi
jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun kontribusinya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Meskipun terdapat lebih dari 67 juta UMKM di berbagai
provinsi di Indonesia, hanya sebagian kecil yang memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak
(NPWP) dan bahkan lebih sedikit lagi yang secara rutin membayar pajak (Maria,
2020). Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yaitu usaha produktif
milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu.
UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia, karena tercipta kreatifitas
yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-
unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Dari sinilah terlihat bahwa
keberadaan UMKM sangat penting.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM
(2021), UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari total PDB Indonesia dan
menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja (Nugroho et al., 2020). Keberadaan
UMKM tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai
pendorong pertumbuhan sosial dan pembangunan daerah (Pramudianti, 2023).
Meskipun peran UMKM sangat signifikan, tingkat kepatuhan pajak di kalangan
pelaku UMKM masih tergolong rendah (Lempoy, 2025).

Setiap tahunnya UMKM di Kabupaten Luwu Utara terus tumbuh secara pesat
dan signifikan. Tercatat sebanyak 13.620 UMKM pada tahun 2024, jenis usaha yang
mendominasi adalah usaha mikro. Setiap tahunnya jumlah UMKM di Kabupaten
Luwu Utara semakin bertambah, akan tetapi terpantau masih banyak UMKM yang
belum membayar pajak, sementara jumlah wajib pajak UMKM yang belum
membayar pajak terus bertambah.

Jumlah penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib
Pajak (Simanjuntak, 2023). Berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan
wajib pajak antara lain adalah kualitas pelayanan petugas pajak yang memadai yang
diberikan kepada wajib pajak, sanksi perpajakan yang diterapkan kepada wajib pajak
yang tidak mematuhi peraturan, serta pemahaman tentang pajak yang dimiliki oleh
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wajib pajak di Indonesia. Faktor-faktor ini berperan dalam mendorong waijib pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Wijayanti, 2015)

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong
terpenuhinya kewajiban pajak oleh wajib pajak. Salah satu faktor yang berperan
adalah kualitas pelayanan petugas pajak. Kualitas pelayanan merupakan salah satu
faktor penting yang dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak
merasa puas dengan pelayanan yang diterima, maka dapat berpengaruh pada
kepatuhan membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak merasa
kurang dalam pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak enggan patuh dalam
membayar pajak. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan
menjadi langkah yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan kepatuhan
perpajakan yang lebih baik. Penelitian oleh Bahri (2019), Puspanita (2021), Iriyanto &
Rohman (2022), dan Asyhari & Ttitik (2023) menyatakan kualitas pelayanan petugas
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil
penelitian Sista (2019), Astria & Wulandari (2024), Yati (2024), Yuliatic & Fauzi
(2020), dan Sulistyowati et al. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan
petugas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga menjadi faktor penting. Sanksi pajak berfungsi
sebagai pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan dan
memastikan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan
suatu tindakan yang digunakan untuk menghukum wajib pajak yang melanggar
peraturan yang dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adanya sanksi
pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Frekuensi pelanggaran pajak cenderung meningkat ketika
penerapan pajafk tidak konsisten atau tidak memiliki pedoman yang jelas, bukan
hanya disebabkan oleh penolakan wajib pajak untuk membayar. Penelitian oleh
Rahmawati & Kamil (2023), Wicaksono (2018), dan Chrisita (2022) menyatakan
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil
penelitian Bahri (2019), Nurhayadi et al. (2022), dan Rizkiani (2022) yang menyatakan
bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Munculnya UMKM baru dapat berdampak pada tingkat pemahaman mereka
tentang perpajakan. Dampak ini berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan yang
harus dipenuhi oleh wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, wajib pajak UMKM perlu
memiliki pemahaman yang baik, terutama dalam hal mengetahui peraturan
perpajakan serta dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap
bulannya. Penelitian sebelumnya Indrawan & Binekas (2018), Asyhari & Aryati
(2023), Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa pemahaman pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Hari
(2018) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa faktor sebelumnya yang diduga oleh beberapa
peneliti sebelumnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak , maka penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas
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Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Luwu Utara.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh
kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian
dilaksanakan di KP2KP Masamba karena adanya fenomena menurunnya
pendapatan dari sektor UMKM yang diduga berkaitan dengan kepatuhan pajak.
Objek penelitian adalah wajib pajak UMKM, dengan variabel dependen berupa
kepatuhan pajak dan variabel independen meliputi kualitas pelayanan petugas pajak
(X1), sanksi perpajakan (X,), dan pemahaman pajak (X3). Data primer dikumpulkan
melalui kuesioner, sementara data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah.
Jumlah sampel sebanyak 100 responden ditentukan melalui metode random
sampling dengan rumus Slovin (Sugiyono, 2019).

Instrumen penelitian diuji menggunakan validitas Pearson Correlation dan
reliabilitas Cronbach's Alpha melalui aplikasi SPSS untuk menjamin keandalan data.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda
untuk melihat pengaruh simultan dan parsial antar variabel. Uji asumsi klasik yang
dilakukan meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), multikolinieritas (VIF dan
tolerance), serta heteroskedastisitas (uji Glejser). Selain itu, koefisien determinasi
(R?) digunakan untuk mengukur kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat,
serta uji t untuk mengetahui pengaruh signifikan masing-masing variabel
independen terhadap kepatuhan pajak (Ghozali, 2018).

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan indikator seperti
ketepatan waktu pembayaran, kepatuhan terhadap peraturan, dan kesadaran atas
jatuh tempo pembayaran (Mardiasmo, 2018). Kualitas pelayanan petugas pajak
diukur melalui persepsi wajib pajak terhadap efektivitas layanan, jumlah keluhan,
dan perubahan perilaku pelaporan. Sanksi perpajakan mencakup aspek edukatif,
ketegasan, dan sanksi bunga. Sementara itu, pemahaman pajak mengacu pada
kemampuan waijib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan dalam PP
No. 23 Tahun 2018. Seluruh indikator ini dikembangkan dengan mengadopsi
instrumen penelitian terdahulu yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya
(Darmanto, 2018)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Instrumen Penelitian

1)

Uji Validitas
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
No Variabel Kode Nilai Pear'son Keterangan
Instrumen  Correlation
1 Kualitas Pelayanan X1.1 0,499 Valid
Petugas Pajak (X:) X1.2 0,557 Valid
X1.3 0,515 Valid
X1.4 0,521 Valid
X1.5 0,529 Valid
2 Sanksi Perpajakan (Xz) X2.1 0,493 Valid
X2.2 0,536 Valid
X2.3 0,538 Valid
X2.4 0,591 Valid
X2.5 0,534 Valid
3 Pemahaman Pajak (X3) X3.1 0,617 Valid
X3.2 0,546 Valid
X3.3 0,572 Valid
X3.4 0,686 Valid
X3.5 0,706 Valid
X3.6 0,693 Valid
4 Kepatuhan Waijib Pajak Y.1 0,342 Valid
UMKM (Y) Y.2 0,618 Valid
Y.3 0,439 Valid
Y.4 0,543 Valid
Y.5 0,445 Valid
Y.6 0,568 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh
variabel memiliki nilai r Pearson Correlation dengan skor total seluruh item
pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item
pernyataan dalam instrumen penelitian ini terbukti valid dan layak untuk

digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
1. Kualitas Pelayanan 0,629 Reliabel
Petugas Pajak (X1)

2. Sanksi Perpajakan (X,) 0,771 Reliabel
3. Pemahaman Pajak (X3) 0,699 Reliabel
4. Kepatuhan Wajib Pajak 0,663 Reliabel

UMKM (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2025
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Tabel 2 menunjukkan masing-masing nilai Cronbach’s Alpha pada tiap
instrumen dengan perolehan nilai yang lebih besar dari 0,60. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat reliabilitas
sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X4 100 20 25 22.71 1.892
Xz 100 20 25 22.88 1.799
X3 100 25 30 27.43 1.929
Y 100 25 30 27.25 1.991

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan pajak (Y)
memiliki nilai minimun sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25. Variabel
kepatuhan pajak diukur dengan 6 item pernyataan dengan bantuan skala likert 5
poin memiliki nilai rata-rata sebesar 27,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100
UMKM memiliki kepatuhan pajak yang baik dikarenakan kecenderungan nilai rata-
rata mendekati nilai maksimumnya. Nilai standar deviasi variabel kepatuhan pajak
sebesar 1,991 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, artinya sebaran data
terkait dengan kepatuhan pajak sudah merata.

Variabel kualitas pelayanan petugas pajak (X:) memiliki nilai minimun sebesar
20 dan nilai maksimum sebesar 25. Variabel kualitas pelayanan petugas pajak yang
diukur dengan 5 item pernyataan dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai
rata-rata sebesar 22,71. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 UMKM sudah
mendapatkan pelayanan pajak yang baik dikarenakan kecenderungan nilai rata-rata
mendekati nilai maksimumnya. Nilai standar deviasi variabel kualitas pelayanan
petugas pajak 1,892 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, artinya
sebaran data terkait dengan kepatuhan pajak sudah merata.

Variabel sanksi perpajakan (X,) memiliki nilai minimun sebesar 20 dan nilai
maksimum sebesar 25. Variabel sanksi perpajakan yang diukur dengan 5 item
pernyataan dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 22,88.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 UMKM sudah jera terhadap sanksi pajak
yang diberikan apabila telat atau tidak mematuhi perpajakan yang berlaku
dikarenakan kecenderungan nilai rata-rata mendekati nilai maksimumnya. Nilai
standar deviasi variabel sanksi perpajakan 1,799 lebih rendah dibandingkan dengan
nilai rata-rata, artinya sebaran data terkait dengan kepatuhan pajak sudah merata.

Variabel pemahaman pajak (X3) nilai minimun sebesar 25 dan nilai maksimum
sebesar 30. Variabel pemahaman pajak yang diukur dengan 6 item pernyataan
dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 27,43. Hal
tersebut menunjukkan bahwa dari 100 UMKM sudah paham akan peraturan
perpajakan yang berlaku dikarenakan kecenderungan nilai rata-rata mendekati nilai
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maksimumnya. Nilai standar deviasi variabel pemahaman pajak 1,929 lebih rendah
dibandingkan dengan nilai rata-rata, artinya sebaran data terkait dengan kepatuhan
pajak sudah merata.

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang perlu dilakukan sebelum
melakukan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik
yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.
Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari ketiga pengujian tersebut.
1) Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov Unstandardized Residual
N 100
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,140

Sumber: Data diolah, 2025

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi atau
koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,140 yaitu lebih besar dari nilai 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data yang digunakan dalam
penelitian ini berdistribusi normal.
2) Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 0,576 1.738
(X)

Sanksi Perpajakan (X>) 0,575 1.739
Pemahaman Pajak (X3) 0,556 1.800

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan nilai tolerance dan
VIF dari masing-masing variabel kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi
perpajakan, dan pemahaman pajak. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa nilai
tolerance untuk setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai dari VIF
keseluruhan variabel independen lebih kecil dari 10 sehingga model persamaan
regresi bebas dari adanya multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastistas
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel t Nilai sig.
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak -0,143 0,887
(X)

Sanksi Perpajakan (X.) -1,129 0,262
Pemahaman Pajak (X3) 1,361 0,177

Sumber: Data diolah, 2025
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Tabel 6 menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang
digunakan pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari
0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
dalam model regresi penelitian ini. Berdasarkan semua uji asumsi klasik yang
telah terpenuhi mengindikasikan model regresi layak untuk pengujian lebih
lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Unstandardized Standardized
. Coefficients Coefficients .
Variabel B Std. Beta t Sig.
Error
(Constant) 7,864 2,441 3,222 0,002
Kualitas 0,111 0,110 0,106 1,012 0,314
Pelayanan
Petugas Pajak
Sanksi 0,250 0,116 0,225 2,160 0,033
Perpajakan
Pemahaman 0,407 0,110 0,394 3,708 0,001
Pajak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7 dapat dibuat rumus persamaan regresi sebagai berikut:
Y=7,864+0,111(X;)+0,250(X.)+0,407(X3)
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (a) sebesar 7,864 menunjukan bahwa apabila kualitas
pelayanan petugas pajak (X:), sanksi perpajakan (X:), dan pemahaman pajak
(X3) sebesar nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar
7,864. Hal ini menunjukan bahwa memang benar kepatuhan wajib pajak
mengalami peningkatan jika kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi
perpajakan, dan pemahaman pajak sebesar nol, maka kepatuhan wajib pajak
terbilang efektif.

2) Nilai koefisien regresi (B:) variabel kualitas pelayanan petugas pajak (X:)
sebesar 0,111. Hal ini menunjukan apabila nilai kualitas pelayanan petugas pajak
bertambah satu satuan, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak akan mengalami
peningkatan sebesar 0,111. Ini memiliki artian jika kualitas pelayanan petugas
pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

3) Nilai koefisien regresi (B.) sanksi perpajakan (X:) sebesar 0,250. Hal ini
menunjukan apabila nilai saksi perpajakan bertambah satu satuan, maka nilai
dari kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,250. Ini
memiliki artian jika sanksi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak
juga akan meningkat.
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4) Nilai koefisien regresi (B.) variabel pemahaman pajak (X;) sebesar 0,407.
Apabila nilai pemahaman pajak bertambah satu satuan, maka nilai dari
kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,407. Ini
memiliki artian jika pemahaman pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak
juga akan meningkat.

Uji Koefisien Determinasi (R?)
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summary

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 .6319 .398 .380 1.56887

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai Adjusted R* sebesar 0,380. Kemampuan
variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan petugas pajak (X1),
sanksi perpajakan (X.), dan pemahaman pajak (X;) memengaruhi variabel dependen
yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 38 persen, sedangkan sisa 62 persen
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)
Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA?®

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 156.460 3 52.153 21.189 0,001°
Residual 236.290 96 2.461
Total 392.750 99

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X1, X2,X3
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 9 diperoleh nilai signifikansi F yaitu sebesar
0,001. Tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, sehingga model analisis
layak digunakan pada penelitian ini. Hasil tersebut berarti kualitas pelayanan
petugas pajak (Xi), sanksi perpajakan (X.), pemahaman pajak (X3), secara simultan
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
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Uji Hipotesis (Uji t)
Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients?

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 7.864 2.441 3.222 .002
X AN 110 106 1.012 314
X, .250 116 .225 2.160 .033
X3 .407 110 394 3.708 .001

Dependent Variable: Y
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil output SPSS, maka hasil Uji t masing-masing variabel dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM
Berdasarkan hipotesis pertama (H:) yang diajukan, variabel kualitas
pelayanan petugas pajak memperoleh tingkat signifikan sebesar 0,314. Nilai
signifikan lebih besar dari taraf signifikan 5 persen (0,314 > 0,05) dengan arah
koefisien regresi (B:) bernilai positif sebesar 0,111. Hal ini menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan waijib
pajak sehingga hipotesis (H:) pertama ditolak.
2) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hipotesis kedua (H.) yang diajukan, variabel sanksi
perpajakan memperoleh tingkat signifikan sebesar 0,033. Nilai signifikan lebih
besar dari taraf signifikan 5 persen (0,033 < 0,05) dengan arah koefisien
regresi (p2) bernilai positif sebesar 0,250. Hal ini menujukkan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sehingga
hipotesis (H:) kedua diterima.
3) Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hipotesis ketiga (Hs) yang diajukan, variabel pemahaman
pajak memperoleh tingkat signifikan sebesar 0,001. Nilai signifikan lebih besar
dari taraf signifikan 5 persen (0,001 < 0,05) dengan arah koefisien regresi (3)
bernilai positif sebesar 0,407. Hal ini menujukkan bahwa pemahaman pajak
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis (Hs)
ketiga diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel kualitas
pelayanan petugas pajak pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,111 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,314 lebih besar dari nilai taraf nyata 0,05 yang berarti
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H: ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh negatif
pada kepatuhan wajib pajak UMKM Luwu Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa
semakin baik atau buruknya kualitas pelayanan petugas pajak, maka tidak
memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
mereka sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019),
Astria & Wulandari (2024), Yati (2024), Yuliatic & Fauzi (2020), dan Sulistyowati et al.
(2024) yang menyatakan bahawa kualias pelayanan pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak
menjadikan kualitas pelayanan petugas pajak sebagai tolak ukur dalam kepatuhan
membayar pajak. Oleh sebab itu, baik buruknya kualitas pelayanan petugas pajak
tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM Luwu Utara. Meskipun
kualitas pelayanan penting, mungkin terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya seperti adanya pemahaman
tentang pajak, tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel sanksi
perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,033 lebih kecil dari nilai taraf
nyata 0,05, yang berarti H, diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan
bahwa semakin efektif sanksi perpajakan di sosialisasikan, maka akan semakin baik
pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Luwu Utara.

Sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang
mendukung konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam TPB. Jika waijib pajak
merasa bahwa sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong mereka mematuhi
peraturan perpajakan, maka hal ini akan berfungsi sebagai antisipasi terhadap
konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Ini akan memunculkan
keyakinan kontrol yang pada akhirnya mendorong niat wajib pajak untuk
berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks teori
atribusi, sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang memengaruhi
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai upaya untuk
menghindari sanksi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astria
(2024), Rianti & Hidayat (2021), Citra Dewi et al. (2021), Nurhayati & Witono (2022),
Faidani et al. (2023), Toniarta & Merkusiwati (2023), Siregar et al. (2024),
Andreansyah & Farina (2022), Zulma (2020), Cahyani & Noviari (2019), dan Putra
(2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel
pemahaman pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai
taraf nyata 0,05, yang berarti H; diterima. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Luwu Utara.
Dengan pemahaman pajak yang lebih baik, tidak hanya membuat wajib pajak
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merasa percaya diri dalam memenuhi kewajibannya, namun juga merasa lebih di
dukung dan dihargai oleh otoritas pajak. Hal seperti inilah yang dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan memperkuat hubungan
antara pemerintah dalam wupaya mencapai tujuan pembangunan yang
berkelanjutan.

Hasil ini mendukung konsep TPB yang menyatakan bahwa ketika waijib pajak
memiliki pemahaman yang mendalam, mereka cenderung mengembangkan sikap
positif terhadap kewajiban perpajakan. Teori atribusi menggolongkan pemahaman
pajak sebagai faktor internal yang menunjukkan bahwa cara individu menafsirkan
kewajiban perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak
yang melihat pajak sebagai kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat cenderung
lebih patuh, sedangkan mereka yang memandang pajak sebagai beban atau
ketidakadilan mungkin akan menghindari kewajiban tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianti &
Hidayat, (2021), Lestary et al. (2021), Angelia & Arfamaini (2024), Yuniarti et al.
(2022), Hidayati et al. (2023), Sulistyowati et al (2024), Adawiyah et al. (2023), Siti et
al. (2021), Idel Eprianto (2023), Maili (2022) dan Indrawan & Binekas (2018), dan
Indrawan & Binekas (2018) menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki
dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan sebelumnya, dapat

ditarik simpulan sebagai berikut.

1) Kualitas pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh negatif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM Luwu Utara.

2) Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Luwu Utara.

3) Pemahaman Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM Luwu Utara.
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